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N’emmbang i wi-asbahwa- dengan telah. . dlundangkannya 1 Peraturan Pemenntah
Bl . Nomor:12: Tahun:2019 tentang PengelolaanisKeuangan Daerah,
i e R ;s..u;-fxPeramran':vMentennDalam'-Negen,:Nomomg.QJﬂ-‘ahun 2019 tentang
Klasifikasi;j -+ Kodefikasi, . . .Dan ' ;Nomenklatur = Perencanaan
imicoade e Pembanguhdn ‘dan Keuangan-Daerahissertai<Peraturan Menteri
seweisios hinucDalam-Negeri :(Nomor 77 Tahun-2020- tentang: Pedoman Teknis
il eV gy e Pengelolaan :Kéuangan Daerah; maka(Peraturan Bupati Konawe
Kepulauan Nomor 39 Tahun 2019 .téntangKebijakan Akuntansi
swince ©i00 Pemerintah: Kabupaten :Konawe » Kepulauan:tidak sesuai lagi
cedeine om0 vdenganperkembagan hukum Nasional:sehingga: perlu dicabut;
<+ b, ... bahwaberdasarkan pertimbangan isebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perhu:ditetapkan ,dengan:-!Peramréﬁ Bupati tentang
sestme =i o Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;
Mengingat +. ~: ‘1.:. Undang-Undang’ Nomor - 17 ‘Tahun- 2003, Tentang Keuangan
it . Negara (Lembaran‘Negara:Republik Indonesia-Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor |
5, Tambahan Lembaran Ni:gara Repubhk Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor:‘15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
Undang-Undang.‘Nomor.~ 13- Tahun ‘2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Konawé :Kepulauan: (Lemb&aran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Republik Ifidénesia Notor! S415; L 7 7H01 1% s

Undang-Undahg Nomior. 23. Tahﬁ‘nf;20.14 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran NégaraRepublik Indonesia Tahun 2014

1 ‘Nomor' 244 ‘Tambahian - Lembaran Negara 'Republik: Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengait’ Untang-Uridarig Nomor' 1'1-Tdhin 2020 tentang Undang-
Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

" 2020 Nonftor.:245, ‘Tambahan 'Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

.+ Perafuran: Pemeriritah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan:
Keuangan:dan Kinerja Instansi;iPemerintah (Lembaran Negara
‘Republik-Indonésia Tahun: 2006: Noinor 255 Tambahan Lembaran
:Negara: Republik Indonesia-Nomor 4614); siy,.7. <
-7 Peraturan/ Pemérintah Nomor 71 Tahun. 2010:Tentang Standar
" Akuntansi' Pemerintah  (Lembaran.- Negara:Republik Indonesia

“Tahun 2010 Nomeor: 123, Tambahan ‘Lembaran’ Negara Republik
Indones1a‘Nomor5165), o por b ppaos s

8.!Peraturan: . Pemerintah -..Nomor. : 12:- Tahun! 2019 tentang
. Pengelblaan" Keuangan:'.Daerah:: {Lembaran~.Negara Republik
". Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan :Lembaran Negara
. Republik Indonesia Nonior 6322); - ’
." iPeraturan Menteri (Dalam ‘Negeri: Nomor:64;Tahun 2013 tentang
...:/iPédoman Penerapan'Standar: Akuntansi. Pemerintahan Berbasis -
--Akrual « pada’ Pemérintah Daerah :  (Berita ».Negara Republik

.....

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);



:10.'Peraturan  Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
SR LR 108 Tahun 2016 - tentang Pengelolaan. dati Kodefikasi
.7 . : Barang Milik Da¢rah (Benta Negara Repubhk Indonesia. Tahun

coedue cnooo) 2016 Nomor 2083); ' ; ‘
.11, Peraturan: Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tcntang

Klasifikasi, Kodefikasi, ..dan. ;Nomenklatur..:Perencanaan
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oot witfis -Indonesia Tahun 2019 Nomor:1447);!.. el

noezaniiing 10w 12 Peraturan Menteri: Dalam: Negeri. Nomor .77 Tahun 2020 tentang
2. iian uss. o Pedoman. Teknis - PengelolaanKeuiangan Dacrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); .
cioiian oi..:13uPeratiran. Daerah..Nomor.. 02 Tahun 2016.tentang.Organisasi .,
A8 G Bio ....Perangkat:. Daerah  Kabupaten -~Konawe. Kepulanan,(Lembaran
Daerah:Kabupaten Konawe:Kepulauan Tahun 2016 :Nomor 3);
isfiteatin uia 4, Peraturan.-Daerah :Nomor: 8 Tahun :2016 tentang Pokok-pokok
Zuie Bine6s oo TPengelolaan:iKeuangan.: Daerah - Kabupaten  Konawe, Kepulauan
' (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.Kepulauan.Tahun 2016
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Dalam: Peraturan 'Bupati‘Konawe: Kepulauanxxm yang: dimaksud dcngan. OB TIPS
1. *‘Daerahradalah:Kabupaten Konawe Kepulauan. - o0 oor s d9d 1000wt
2. 1Pemerintahan -+ Daerah . adalah' = ... Pemerintahan :« - :Daerah::adalah
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah . Daerah::.dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas



'pembantuan ' dengan  prinsip otonomi . scluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara . Kesatuan Republik Indo'nesiaa:sébag‘a_imana dimaksud
i:»:dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah. adalah kepala daerah sebagai
= :unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan
“»Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
4, -.'iKepala Daerah adalah Bupati Konawe Kepulauan... o
5. Keuangan Daerah adalah semua hak .dan kcwaijan daerah dalam rangka
. penyeleriggaraan ‘pémerintahan daérah yang dapat.dinilai dengan uang termasuk
.di+ dalamnya. segala ‘bentuk..kekayaan .yang :berhubungan’ dengan hak dan
kewajiban Daerah - : ta p " ebadbna Sl
6. .. Pengelolaan Keuangan .Daerah . adalah  keseluruhan.: keg:atan yang meliputi
. perencanaan, ;- penganggaran,. . pelaksanaan, . penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan,Daerah.. : ...’
7. ;i Akuntansi " adalah .. proses. ..pencatatan, :pengukuran, . pengklasifikasian,
.+ pengikhtisaran -’ transaksi -dan .kejadian.: kenangan, : peng;mterpreta&an atas
.++ hasilnya, serta penyajian-laporan ...« it Ceiioo oot
8. - Kerangka Konseptual Akuntansi Pemenntahan adalah:;.prinsip-prinsip yang
mendasari .penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan
bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.dan merupakan rujukan penting
.~ "bagl Komite Standar-Akuntansi Pemerintahan; penyusun:laporan keuangarn;:daml:
pemeriksa dalam:mencaripemecahan atas/sesuatu masalah: yang belum diatur
- secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
9. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-
prinsip akuntansi yang dxterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah ot ot BRI Wit
10. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan
dan praktik spesifik yang dipilih dleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman
dalam menJrusun dan menyajikan laporan;keuangan Pemerii;tah.Daerah untuk.
memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka’ meningkatkan
- keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun -
' .antar entitas :



11.  Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun
yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran
:-dan pelapdran posisi kcuangan; dan.operasi keuangan pemerintah
12. . Sistem . Akuntansi..: Pemerintah . Daerah: yang. selanjutnya disingkat SAPD
+--adalah . rangkaian _ sistematik’.dari prosedur, penyelenggara, peralatan,_dan
" elemen lain untuk mewujudkan . fungsi: akuntansi ' sejak analisis transaksi
' sampai - dengan -pelaporan’; keuangan:. di. lmgkungan orgamsasx -pemerintahan
. daerah - GElud e esd Sal ot i SRl Sadtst i,
13. «Basis Akrual adalah basis .akuntansi- yang, mengakm pengaruh transakm dan
peristiwa lainnya pada saat.. transaksi.:dan. .peristiwa  itu.. -terjadx, tanpa
- memperhatikan saat kas.atau setarakas. dltenma atau dibayar .. :
14. Basis Kas adalah.basis: akuntansi yang.mengakui pengaruh transaksi;- dan
pensuwadamnya pada saat kas.atau setara kas diterima atau dibayar .
15: ..Pengakuan:adalah -proses penetapan .terpenuhinya kriteria . pencatatan . suatu
.i-kejadian atau ‘peristiwa ‘dalam catatan akuntansi sehingga:akan menjadi:bagian
..yang - melengkapi -unsur. aset; . kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA,.belanja,
pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana.akan.termuat.pada
rJaporan keuangan entitas pelaporanyangbersangkutan il 03 TEGaGEeE ol
16. ~Pejabat Pengelola Keuargan: Da.erahuyang selanjutnya. disingkat PPKD. adalah
AKepala Satuan- Kerja- Pengelola:-Keuangan:.Daerah -yang mempunyai tugas
:1:melaksanakan' pengelolaan APBD :dan:merupakan pejabat..yang.diberi tugas
untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang disingkat BUD ..
17: ‘Satuan':Kerja: Perangkat : Daerah  yang -selanjutnya disingkat : SKPD. .adalah . .
perangkat daerah. pada-pemerintah daerah:selaku penigguna anggaran/pengguna
barang': ST SRR PR TEUCIPRR 15 T PE7 DO BN | VL R R v I ALt TRy TR

18. Entitas Akuntansi adalah unit' pemerintahan . pengguna  anggaran/pengguna

barang /i (SKPD:‘»‘dan‘::.PPK;D‘/BUD),". wajib ‘menyelenggarakan akuntansi ..dan -
menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan .: . -

19. ' Entitas' Pelaporan -adalah' unit pemerintah 'yang terdiri: dari -satw; atau:.lebih
" entitas'akuntansi yang ménurut ketentuan . peraturan perundang-undangan
“:wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupalaporan-keuangan "

20.-'Anggaran: Pendapatan dan ' Belanja. Daerah yang: selanjutnya- disingkat: APBD
* adalah * rencana keuangan :tahunan pemerintahan daerah yang-dibahasdan



21. disetujui bersama’ oleh pemerintah daerah.dan DPRD, dan. dxtetapkan dengan
peraturan daerah L S Pt o h e e v
22. Laporan Realisasi - Anggaran .. ;yang «selanjutnya.:. _di'singkat,~ LRA ,adalah
_laporan . yang ..menyajikan . informasi rehlisasii péndapatan-LRA, belatja, '
. transfer, : -surplus/defisit-LRA,.. -dan; pembiayaan,..: yang.'  masing-madsing
dxpcrbandmgkan dengan anggarannya dalam: satu periode . L ;
23..::Laporani _Perubahan :Saldo- Anggaran 'yang.selanjutnya. msn;gkat LPSAL. adalah
laporan yang menyapkan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran
. Lebih tahun pelaporan dibandingkan: dengan tahun: sebélumnya yangfterdln dari ,
-4SAL awal;, SiLPA/SiKPA, Koreksi, dan. SALiakhir,.... i Ky etk :
24. Neraca adalah laporan. yang::.'menggambarkan: posisi ‘keuangan . suatu. entitas
.iopelaporan - mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas.pada tanggal tertentu.
25. Laporan Operasional yang:.selanjutnya - disingkat.-L.O...adalah: laporan. yang
\menyediakan informasi-mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas
...pelaporan yang.tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan .surplus/defisit
. operasional - :dari. suatu - entitas: pelaporan.: yang:- penyajiannya.. dlsandmgkan
~i'dengan periode-sebelumnya : - T A DTN T A PR R
26. Laporan Arus Kas yang. selanjutiya: dlsmgkat .LAK,.adalah . laporan. . yang
“r~menyajikah informasi- kas::sehubungan:dengan.. ‘aktivitds.; operasi, investasi,.:
‘pendanéan ‘dan transitoris-yang . menggambarkan . saldo~ awal, :: penerimaan,
-+ pengeluaran; :dan‘saldo akhirikas: pemenntah pusat/daerah .selama. periode
tertentid oo cioeh Tt svernad e LRl eFirerkd et TN g el diaeiel T AL L MDY,
27.' Laporan:Perubahan-Ekuitas yang selanjutnya dxsmgkat LPE. adalah laporam yang .
- 'menyajikan - informasi.-kenaikan,-atau>- penurunan:» ekuitas.tahun. pelaporan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang terdiri dari ekuitas: awal,
- surplus/defisit-LO, koreksi, dan:ekuitas.akhir .« ... siu'e e vt qred s
28.: :Catatan:atas Laporan';Keuangan yang selan_]umyaa -dJsmgkat CalLX .. meliputi
penjelasan .atau :daftar terinci atau analisis: atas milai::suatu: pos yang: disajikan
.:dalam *Laporan-Realisasi/Anggaran,s Laporan PerubahanSaldo Anggaran Lebih,’
ni;Neracaj *Laporan ~Operasional, :Laporan' Arus: Kas, -dan Laporan. Perubahan
Ekuitas. Termasuk pula-dalam Catatan atas.Laporan Keuangan-adalah:penyajian
' +*informasi’ yang’ diharuskan -dan dianjurkan -oleh: Pernyataan: Standar: Akuntansi
‘r-Pemerintahan - serta pengungkapan-pengungkapan::lainnya -yang diperlukan



29.

30.

31.

32.

33.

34

35.

36.

37.
38.

39.

untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kcwajiban
kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya . bt At il
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rckcmng Kas Umum Daerah
yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan yang menjadx hak pemenntah daerah dan tidak perlu dibayar
kembali oleh pemerintah daerah- e e

Pendapatan-LO adalah hak pemenntah dacrah yang diakui sebagai penambah
ckuitas dalam penode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu

Thador e nb ql TurMijny oh B AL i iSels Y PR ,;;

dxbayar kemb
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekemng Kas Umum Daféi‘éﬁ“"‘éug
‘mengurangi Saldo Anggara(ﬁ' fiebir ‘datldin penode tibiin afpRarad betsibsktltan

yang tidak akan diperoleh pembayarannya Webdli'glels B@ﬁ:é'ri’ﬁtgfi"da“ uéh

Beban adalah penurunan manfaat ckonotm atau potensi jasa 0 “’Elaiam
pelaparéln; yang' ﬁiériurunkan“"fci’iltas, yang déi:at Hém‘;ia"i:éﬁéelﬁ’a’rah a’{au"
“konsursi aset atau t “buj.t; a kewajiban. R
Pembiayaan Daerah adalah semua penenmaan yang perlu d1bayé’r“kéiﬁbah
&hxi'/éa[tauup'e'xfgleluaran ;yén’gqakzm diterimi’ Lémbali, baik pa da'{a’.hﬁﬁ" G an
3 gbcrsangkutanmaupunpadatahdﬂ-'tﬁhunaﬁfgé ran beriki mtﬁ e “3"""
Aset adalaﬁ '&’:mber déyéi e ‘Sﬁéﬁi" ihe Giasal danatal’ Qi dlen
pemenntah daerah scbagm élnbat dan pc’ﬁs’tilv;r'e‘l “xﬁ:aéei”iaf ‘dan”dari’ mana
'manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa ‘dépan diharapkan ‘d&pat” dipercleh,
baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam
satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan ya.ng d1perlukan untuk

PR \u i1 ")

dipelihara karena alasaniéej arah dan budaya
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang ~
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber aéj}a ‘ekonomi pemerintah
P it sl cwek} e ;
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan sehSIh
antara aset dan kewajiban pemerintah daerah

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang
tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai denganyang seﬁ'arusnya
Penyesuaian adalah transaksi penyesuman pada akhir penode untuk mengakul
pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang la1n yang bcrkmtan dengan



40. .adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum: mcatat pada transaksi
bexjalan atau pada periode yang berjalan.
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2 Kebxjakan akuntans1 Pemenntah Daerah terdiri atas
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a. kebgakan akuntan51 pelaporan keuangan, dan : - :
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b kebuakan akuntansx akun
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3) Kebuakan akuntansu pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur
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laporan keuangan yang berfungsx sebaga1 panduan dalam penyajmn pelaporan
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@) . Kebijakan akuntans1 akun mengatur deﬁmm, pengakuan, pengukuran, penyajlan
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dan pengungka an transaks1 atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan SAP atas
n' Al[l;no_l\.llf)w\l‘?‘f‘ Ay~ R he EX KRR 1"!‘.4!“(!5:‘( (RERS BIRT (R ] v =alda
o B pemhhan metode akuntan& atas kebijakan akuntansi dalam SAP;
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b pengaturan yang lebih ringi ai atas kebljakan akuntanm dfal_am SAP; dan
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Kebijakan Al;unt@nm Pemermtah Daerah terdsn dari: = e
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a. Kerangka Konseptual Kebgakan Akunta}'ns1 lfemenntah Dac_;ah” ol cunsihass
'b. ., Penyajian laporan Keuangan, mencakup; | . 0
I‘aporar‘!(,R'eali,sta‘S‘i‘lAn;ggiara‘n‘; Sy A 242 B3 LA PR - 4 b o 3 . 11y )
. Laporan Perubahan; "

< Neraca,

5. Laporan Perubahan Eku.ltas

1
2
.3 ; ' < i
4. Laporan Operasmnal,
5
6. Laporan Arus K .
7. _Cataian atas Laporan Keuangan, W
C. ‘;Kebljakan AkuntanmAkun mencakup: =~ B

1. Akuntansi Kas dan Setara Kas;



Akuntansi Piutang; 7"+ R S s
" Kebijakan Akuntansi:Beban di Bayar. d1mu1ca i
Alkuntansi Persediaan;

v

Akuntansi Investasi; G B ggudiba s w52 HL T

Akuntansi Dana Cadangan; PRI, D TTITY GA Y ey
Akuntansi Aset Tetap;
Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; ... . oot o oryu.

Akuntansi Aset Lainnya; e B vl i T Toadisin Simoaitsad
i Akuntansi»Kewajibaﬁ;..\ ealobigting DetlR AN Rl 1Y Liikis S SRRl
. Akuntansi Ekuitas; - Atk BS0E BN Sl TR 1 516 g !
. Akuntansi Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran, e ¢ AR IR
. Akuntansi ‘lfransfer, RO VI LULTE G
. Akuntansi Belanja; LD § 37
. Akuntansi Pembiayaan; Sl i GG
. Akuntansi Pendapatan Laporan Operasionalj. .o, i iin i, oo
. Akuntansi Beban; B MU it Sxdie DSk
. Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebl_]akan Akuntansi, Perubahan
- Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

©©® NN e N
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BLRB.HI.".. \.'»-.'4-
PELAPORAN KEUANGAN

_ Pasal 4
(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Pelaporan wajib
menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan'I‘ahunan, setidak-tidaknya terdiri
dari:
. Laporan Realisasi Anggaran;
Laporan Perubahan SAL
’ Neréca; o .
2 ‘i;aporaﬁ ‘Opérasional
:Lapora.ﬁ Arus 'Ka.s.;‘ '
Laporan Perubahan Ekuitas;
Catatan atas Laporan Keuangan

o
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(2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas'Akuntansi untuk
unit pemerintahan wajib menytisun'Laporén/ Keuarigan-Tahunan, yarg setldak
tidaknya terdiri dari: R T OSSR S o SR R

Laporan Realisasi Anggaran; RITA PR

Laporan Operasional; TYILT G (R ) SO LT G 08 W8 (D P,

Neraca; ¢ Sl VE it BaR )

Laporan Perubahan Ekuitas; - cnsiiozosDonnind rin danur. e adniad

Catatan atas Laporan Keuangan sticiad pank dendis bl

(3) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbcndaharaanudaexah .BUD
wajib menyusun Laporan Keuangan, yang setidak-tidaknya terdiri-dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran;.. ©:0ailt 2o s wQid S agabind o iaidnit. .

MR N

Laporan Operasional; T R R R
Neraca; _ ST edinlausas. JF .
Laporan Arus Kas; S attinn s DS AN wa
Laporan Perubahan Ekuitas; dami: - o/ conoon v nagsiuas e agangd Gl
Catatan atas Laporan Keuangan SRR s B N s

o oW P
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RO E TSP PTIEY FO% WAV IR PN T P S PO i S0 TR CU AN ERROI RN T SR XY SRR S XD PYR LW TTT Se § R T e}

Pasal 5
Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebuakan Akuntansi Akun diatur leblh
lanjut dalam Lampiran yang merupakan bag1an tidak terplsa.hkan dari Peraturan
Bupati ini S

- s e
7 e
t ot
i LN B ) 1 t 154 B‘@,BI,\{, t1Gy 4:“*«!' it [ PR !
| )
it Fyeer;, 00 1
Pasal 6 e et SRS

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraj:uran Bupau Konawe Kepulauan
Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah ,Kla}bupaten Konawe

Keulauan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun, 2019 Nomor 208)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. e R 3
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Pasal 7
Peraturan Bupati Konawe Kepulauan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

Ditctépkan di Langara '
pada tanggal 30 Dejember 202)

. ¢ NAWE KEPULAUAN,
< i{'
e\ i

Diundangkan di Langara
pada tanggal . 30 pegsember 202/

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

CEP TRISNAJAYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021 NOMOR .33

Salinan sesuai dengan aslinya

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

H. ABDUL RACHMAN, S.Pd.,M.Pd
NIP 19670510 199403 1 007




